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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT. BEP, PT. 
KPB dan PT. KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya 
sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 78 Tahun 2010, 
meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya 
kendala, sebagai berikut: 
1. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemgang 
IUP/IUPK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang 
bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan 
pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi 
Kota Samarinda menjadi kurang optimal; 
2. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang 
penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, hal ini 
menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan 
pascatambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
3. Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat 
di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya, masih ada 
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pemegang IUP/IUPK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan, 
sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambangnya tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sekitar.  
Sedangkan kegiatan Pascatambang oleh  PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB belum 
dapat dilaksanakan, dikarenakan sampai saat ini PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB 
masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut. 
B. SARAN 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran dapat 
berguna dalam pelakasanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kota 
Samarinda, yaitu: 
1. Perlunya adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang kriteria besaran 
jaminan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan tersebut dapat berupa 
Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Daerah Provinsi, ataupun Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan 
untuk penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kedepannya. 
2. Perlu adanya penambahan jumlah kepala teknis tambang di Kota Samarinda, 
sehingga seorang kepala teknis tambang dapat berfokus hanya pada satu 
perusahaan saja. Hal ini guna mengoptimalkan pengawasan kegiatan 
pertambangan di Kota Samarinda. 
3. Pemerintah perlu menjadi penghubung antara pemegang IUP/IUPK di Kota 
Samarinda dengan warga di sekitar lokasi pertambangan agar dampak 
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pelaksanaan kegaitan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh 
pemegang IUP/IUPK dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat di sekitar 
lokasi pertambangan. 
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